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ABSTRACT 

This study aims to analyze the factors that influence the KUR demand in Makassar City. 

The sample used amounted to 100 respondents with the analysis method used was 

multiple linear regression. The type of data in this study is primary data with the 

dependent variable being KUR in Makassar City and the independent variables being 

loan interest rates, collateral value, income and credit period. The results showed that 

loan interest rates and collateral value had no effect on KUR demand in Makassar City, 

while income and credit period had a positive and significant effect on KUR demand in 

Makassar City.  

Keywords: KUR Demand, Credit Interest Rate, Collateral Value, Income, Credit Term 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

kredit usaha rakyat di Kota Makassar. Sampel yang digunakan berjumlah 100 responden 

dengan metode analisis yang digunakan ialah regresi linier berganda. Jenis data dalam 

penelitian ini merupakan data primer, dengan variabel dependen yaitu permintaan kredit 

usaha rakyat di Kota Makassar dan variabel independen adalah suku bunga kredit, nilai 

agunan, pendapatan dan jangka waktu kredit. Hasil penelitian menunjukkan suku bunga 

kredit dan nilai agunan tidak berpengaruh terhadap permintaan kredit usaha rakyat di 

Kota Makassar, sedangkan pendapatan dan jangka waktu kredit berpengaruh positif dan 

siginifikan terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota Makassar.  

Kata Kunci: Permintaan KUR, Suku Bunga Kredit, Nilai Agunan, Pendapatan, Jangka 

Waktu Kredit 

mailto:dhenializariani24@gmail.com


Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial                                                      

(2025) 4(1): 173-188          e-ISSN: 2829-2324 

174 
 

PENDAHULUAN 

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia, sektor Usaha Kecil, Mikro, dan 

Menengah (UMKM) memiliki peran krusial. Kontribusi UMKM terhadap Pertumbuhan 

Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,5% dan penyerapan tenaga kerja sebesar 96,9% 

(Kemenko Perekonomian, 2022). Meskipun UMKM telah mencapai kemajuan signifikan, 

kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya akses terhadap informasi dan pembiayaan. 

Keterbatasan ini dapat menghambat pertumbuhan dan investasi di sektor ini. 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kemudahan akses pembiayaan 

bagi UMKM dengan tujuan memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi akses ke kredit 

bank/nonbank. Namun, peran bank juga penting dalam mendukung UMKM dengan menyediakan 

layanan perbankan seperti pinjaman usaha, pembiayaan, dan solusi keuangan lainnya. Perbankan 

berperan sebagai lembaga intermediasi yang membantu menjembatani pemilik dana dan 

peminjam dana, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah untuk mendukung UMKM 

dengan memberikan kredit/pembiayaan untuk modal kerja dan investasi. KUR dapat membantu 

UMKM mengatasi kendala finansial, meningkatkan akses modal, dan mendukung pertumbuhan 

bisnis. Meskipun KUR memiliki syarat dan ketentuan, program ini memiliki peran penting dalam 

mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Pertumbuhan penyaluran KUR di Sulawesi 

Selatan dari 2018-2022 mendukung ekonomi dan sektor UMKM. Dalam hal ini Kota Makassar 

sebagai sentral dalam penyaluran KUR dengan kontribusi signifikan pada pertengahan 2022 

sebesar Rp969,40 miliar (11,49% total KUR Sulawesi Selatan). Kota Makassar mencerminkan 

peran kunci dalam mendukung UMKM dan memiliki potensi ekonomi yang mendorong 

pertumbuhan sektor tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Sumber: SIKP, 2022 

 

Penyaluran dan permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Makassar dari 2018-

2022 mengalami peningkatan, namun terdapat perbedaan antara alokasi dana dan permintaan 
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yang sebenarnya. Beberapa debitur tidak memenuhi persyaratan yang akhirnya memengaruhi 

keseimbangan penawaran dan permintaan. Meskipun penyaluran KUR meningkat, sebagian dana 

belum dimanfaatkan karena keterbatasan kelayakan debitur. Berdasarkan uraian latar belakang 

yang di kemukakan, masalah yang diangkat dalam penelitian ini secara spesifik akan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan berikut: 

1. Apakah suku bunga kredit berpengaruh terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota 

Makassar? 

2. Apakah nilai agunan berpengaruh terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota 

Makassar? 

3. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap permintaan kredit usaha rakyat di Kota 

Makassar? 

4. Apakah jangka waktu kredit berpengaruh terhadap permintaan kredit usaha rakyat di 

Kota Makassar? 

 

KAJIAN LITERATUR 

Permintaan Kredit Usaha Rakyat 

Menurut Nasroen & Yasabari (2019), permintaan kredit adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

melunasi utangnya setelah waktu tertentu dengan pemberian bunga. Permintaan kredit juga 

diartikan sebagai pinjaman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang kekurangan dan membutuhkan 

dana. Permintaan kredit cenderung disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi keuangan masyarakat 

ataupun perekonomian secara umum. Adanya permintaan kredit terutama bagi masyarakat, kredit 

dapat berfungsi untuk modal usaha atau pengadaan barang dan jasa. Selain itu, permintaan kredit 

akan meningkat apabila konsumsi sekarang tinggi, ceteris paribus. 

Suku Bunga Kredit 

 Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan 

persentase dari uang yang dipinjamkan. Suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan dalam 

persen, jangka waktu tertentu (perbulan atau pertahun). Bunga merupakan suatu ukuran harga 

sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Penetapan suku 

bunga merupakan salah salah satu aturan kegiatan perkreditan yang telah ditetapkan oleh Bank 

Indonesia selaku bank sentral, dimana pelaksanaan kredit perbankan didasarkan oleh tingkat suku 

bunga acuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia melalui Bank Indonesia Rate (BI Rate). 

Dalam menentukan suku bunga acuan, Bank Indonesia mempertimbangkan banyak faktor 

ekonomi didalamnya (Kasmir, 2019). 
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Nilai Agunan 

 Untuk memperoleh keyakinan dari bank atas dana yang diberikan berupa kredit, agunan 

merupakan salah satu hal paling diutamakan. Agunan ditetapkan bank sebagai syarat untuk 

melakukan peminjaman Apabila kreditur mengalami kemacetan dalam membayar pinjaman, 

pihak bank berhak untuk menjual agunan tersebut jika sewaktu-waktu debitur mengalami 

kemacetan dalam pembayaran kreditnya. Benda yang bisamenjadi agunan ialah milik perorangan 

yang dibuktikan dengan surat hak milik yang berbadan hukum. Jaminan atau agunan adalah aset 

pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat 

mengembalikan pinjaman tersebut, jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat 

memiliki agunan tersebut. Jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit 

perseorangan ataupun perusahaan (Kasmir, 2019). 

Pendapatan 

 Menurut Hartono (2020), pendapatan adalah hasil yang diperoleh dari penggunaan 

kekayaan atau jasa manusia yang bebas, baik dalam bentuk uang maupun material lainnya. 

Dengan kata lain, pendapatan adalah imbalan yang diterima seseorang atau kelompok atas 

kontribusi mereka dalam menghasilkan barang atau jasa. Pendapatan dapat berasal dari berbagai 

sumber, seperti gaji, upah, sewa, bunga, dividen, dan lain-lain. Pendapatan juga dapat diperoleh 

melalui aktivitas ekonomi lainnya seperti investasi, perdagangan, dan usaha. 

Jangka Waktu Kredit 

 Jangka waktu kredit adalah suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi 

dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang (Kasmir, 2019). Terdapat 

beberapa jangka waktu kredit, antara lain (1) Kredit Jangka Pendek yaitu kredit yang memiliki 

jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk 

keperluan modal kerja. (2) Kredit Jangka Menengah yaitu kredit yang memiliki jangka waktu 

kredit berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, dan biasanya kredit ini digunakan untuk 

melakukan investasi. (3) Kredit Jangka Panjang yaitu kredit yang masa pengembaliannya paling 

panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Sinergi 

antara ketiga kebijakan ini penting untuk memberdayakan UMK dan memastikan pengurangan 

kemiskinan yang berkelanjutan. 

Menurut Agussalim (2022), Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), kebijakan upah 

minimum, dan investasi memiliki dampak penting terhadap pengurangan kemiskinan di 

Indonesia: 

1. KUR: Memberikan akses modal kepada usaha mikro dan kecil (UMK), meningkatkan 

produktivitas, pendapatan, dan lapangan kerja. Namun, efektivitasnya tergantung pada 

penyaluran yang tepat sasaran. 
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2. Upah Minimum: Meningkatkan daya beli pekerja, tetapi jika terlalu tinggi, dapat membebani 

UMK dan memicu PHK. Kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kemampuan usaha kecil. 

3. Investasi: Mendorong penciptaan lapangan kerja dan infrastruktur, tetapi perlu diarahkan ke 

sektor UMK dan wilayah miskin untuk manfaat maksimal. 

 

Menurut Hamid (2024), Kebijakan fiskal dan keuangan memengaruhi sektor UMK yang 

terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, atau kehutanan. Hal 

ini penting untuk memastikan penyaluran KUR lebih tepat sasaran, mendukung keberlanjutan 

lingkungan, dan memaksimalkan dampak ekonomi lokal. Kapasitas kelembagaan desa dapat 

mendukung pengelolaan KUR yang lebih efektif, terutama dalam sektor berbasis lingkungan 

seperti pertanian organik, energi terbarukan, atau pengelolaan limbah, sehingga mendukung 

keberlanjutan ekonomi sekaligus melestarikan lingkungan (Agussalim, 2023). Penyaluran kredit 

yang tepat dapat membantu UMK beradaptasi dengan perubahan iklim, mempertahankan 

keberlanjutan usaha, dan mengurangi risiko pengangguran akibat gangguan siklus ekonomi 

(Amanus, 2022). Kredit dapat meningkatkan kapasitas produksi, efisiensi pengolahan, dan nilai 

tambah produk. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus memperkuat 

ketahanan ekonomi pelaku UMK di sektor strategis ini (Amanus, 2020).  

Dengan meningkatnya kesadaran akan keberlanjutan, UMK yang menerapkan praktik 

ramah lingkungan dapat menarik lebih banyak pengunjung sekaligus memenuhi standar 

keberlanjutan. Hal ini mendorong permintaan KUR untuk mendukung inovasi hijau dan 

keberlanjutan ekonomi lokal (Sanusi, 2024). Kredit berperan penting dalam membantu usaha 

mikro dan kecil (UMK) di sektor pertanian dan industri untuk memperoleh modal, mengadopsi 

teknologi, dan meningkatkan kapasitas produksi. Penyaluran KUR yang tepat sasaran dapat 

memperkuat keberlanjutan UMK di sektor pertanian dan pengolahan industri, sekaligus 

mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. (Anas, 2020). Pengeluaran pemerintah yang 

mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dapat meningkatkan 

aksesibilitas UMK terhadap kredit. Selain itu, IPM yang lebih tinggi di suatu wilayah dapat 

mendorong peningkatan produktivitas dan kebutuhan modal usaha, sehingga memengaruhi 

permintaan KUR secara positif. Hal ini penting untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar 

wilayah (Fatmawati, 2024).  

Menurut Fatmawati (2022), tingkat konsumsi rumah tangga yang tinggi dapat mendorong 

pertumbuhan usaha mikro dan kecil (UMK) yang memenuhi kebutuhan lokal. Sebaliknya, jika 

indikator ekonomi pribadi menunjukkan kesenjangan, UMK mungkin membutuhkan KUR untuk 

meningkatkan daya saing dan produktivitas, sehingga dapat menyesuaikan dengan pola konsumsi 

masyarakat. Pengeluaran konsumsi pekerja perempuan di sektor informal dapat mencerminkan 

kebutuhan dan pola pengeluaran yang memengaruhi potensi pasar UMK. Kebutuhan finansial 
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yang lebih besar, terutama di kalangan pekerja perempuan, dapat meningkatkan permintaan KUR 

untuk usaha mikro yang dikelola oleh perempuan, yang dapat membantu memperkuat peran 

mereka dalam perekonomian lokal (Fatmawati, 2021).  

Penguatan kapasitas organisasi publik dapat meningkatkan efektivitas program 

pemberdayaan nelayan. Dengan adanya dukungan yang lebih baik dari pemerintah dan organisasi 

terkait, nelayan dan pelaku UMK di sektor perikanan akan lebih mudah mengakses KUR, 

meningkatkan produktivitas, dan memperkuat daya saing usaha mereka di pasar lokal maupun 

global (Hamrullah, 2023). UMK yang mengadopsi teknologi energi terbarukan dapat 

meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya energi, yang pada gilirannya 

mendukung keberlanjutan usaha mereka. Penyaluran KUR untuk sektor-sektor yang berfokus 

pada energi hijau dan ramah lingkungan dapat menjadi pertimbangan untuk mempercepat transisi 

menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan, sekaligus memperkuat daya saing UMK di pasar yang 

semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan (Indraswati, 2024).  

Desentralisasi fiskal dan pengembangan keuangan yang lebih baik dapat meningkatkan 

akses UMK terhadap modal. Sumber daya alam yang ada di daerah, seperti perikanan atau 

pertanian, juga dapat memengaruhi sektor UMK dalam hal kebutuhan pembiayaan yang 

berkelanjutan. Penyaluran KUR yang mempertimbangkan dampak lingkungan dan pengelolaan 

sumber daya alam secara berkelanjutan dapat mendukung UMK di Makassar untuk berinovasi 

dalam praktik ramah lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan meningkatkan daya saing 

ekonomi lokal (Indraswati, 2024). Inflasi dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan biaya 

produksi bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Adanya kebijakan pemerintah terkait liberalisasi 

perdagangan dan belanja pemerintah yang mendukung UMK dapat meningkatkan kesejahteraan, 

tetapi inflasi yang tinggi dapat mengurangi dampak positif tersebut. Oleh karena itu, penyaluran 

KUR yang memperhatikan kondisi inflasi dan faktor ekonomi makro lainnya penting untuk 

memastikan UMK tetap dapat bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi 

(Indraswati, 2017).  

Hubungan emosional antara UMK dan lembaga keuangan dapat mempengaruhi 

keputusan mereka dalam mengakses kredit. Jika UMK merasa terhubung secara emosional dan 

percaya pada lembaga perbankan, mereka lebih cenderung untuk memanfaatkan KUR sebagai 

sumber pembiayaan. Selain itu, kesadaran akan produk perbankan dan manfaat KUR dapat 

meningkatkan permintaan, terutama jika lembaga keuangan menyediakan layanan yang responsif 

dan mendukung keberlanjutan usaha UMK di Makassar (Jibril, 2023). UMK sering kali sangat 

dipengaruhi oleh harga BBM, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada transportasi dan 

energi, seperti perdagangan, manufaktur, dan perikanan. Fluktuasi harga BBM yang tinggi dapat 

meningkatkan biaya operasional UMK, menurunkan profitabilitas, dan mempengaruhi 

permintaan produk. Oleh karena itu, dalam penyaluran KUR, penting untuk mempertimbangkan 
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dampak fluktuasi harga BBM terhadap kemampuan UMK untuk membayar kembali kredit dan 

menjaga kelangsungan usaha mereka (Jibril, 2019).  

Pengeluaran barang tahan lama mencerminkan daya beli dan stabilitas ekonomi rumah 

tangga di perkotaan. Jika masyarakat memiliki pengeluaran yang tinggi untuk barang tahan lama, 

ini menunjukkan kestabilan ekonomi yang dapat meningkatkan permintaan untuk produk dan 

layanan dari usaha mikro dan kecil (UMK). Penyaluran KUR yang tepat dapat membantu UMK 

memenuhi permintaan ini dengan meningkatkan kapasitas produksi atau diversifikasi produk, 

yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Munawwarah, 2024). Perubahan 

iklim dapat mempengaruhi sektor-sektor tertentu, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, 

yang merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak usaha mikro dan kecil (UMK). Ketika 

perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian ekonomi, UMK di sektor-sektor ini bisa 

mengalami penurunan pendapatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko 

pengangguran siklikal. Penyaluran KUR yang diarahkan untuk mendukung adaptasi UMK 

terhadap perubahan iklim, seperti penggunaan teknologi ramah lingkungan atau diversifikasi 

usaha, dapat membantu mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap ekonomi lokal dan 

ketahanan usaha (Munawwarah, 2024).  

Kebijakan  upah minimum dan investasi dapat saling mendukung dalam mengurangi 

kemiskinan. Program KUR dapat memberikan akses modal kepada usaha mikro dan kecil (UMK), 

meningkatkan pendapatan mereka, dan memperbaiki kondisi ekonomi lokal. Sementara itu, 

kebijakan upah minimum yang tepat dapat meningkatkan daya beli pekerja, dan investasi yang 

masuk dapat menciptakan lapangan kerja baru. Kombinasi dari ketiganya dapat mendorong 

pertumbuhan UMK di Makassar, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat secara keseluruhan (Nursini, 2022). UMKM, sebagai pilar utama perekonomian lokal, 

memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan 

mengurangi kemiskinan. Penyaluran KUR yang tepat dapat memperkuat UMKM dengan 

memberikan akses modal yang diperlukan untuk memperluas usaha, meningkatkan produktivitas, 

dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, KUR dapat menjadi alat penting untuk 

mendukung pengentasan kemiskinan di Makassar, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro 

dan kecil (Nursini, 2020).  

Distribusi kredit bank yang efektif dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan 

menyediakan modal bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Faktor-faktor seperti kebijakan 

perbankan, infrastruktur keuangan, dan kondisi ekonomi lokal memengaruhi sejauh mana UMK 

dapat mengakses kredit untuk meningkatkan kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, dan 

mendorong pertumbuhan sektor-sektor kunci di Makassar. Penyaluran KUR yang didasarkan 

pada pemahaman tentang determinan tersebut dapat memastikan bahwa kredit digunakan secara 

efisien untuk mendukung pengembangan UMK dan pertumbuhan ekonomi daerah (Sri undai, 
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2024). Menurut Mangilep (2019), UMK yang berkembang dengan dukungan lembaga keuangan 

mikro dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber pendapatan yang lebih baik, 

sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi. Program seperti KUR dapat membantu UMK 

mengakses modal untuk memperluas usaha, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan 

kerja dan meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha, mengurangi kesenjangan sosial dan 

ekonomi di daerah tersebut. 

 

METODOLOGI KAJIAN 

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengaruh permintaan KUR di Kota Makassar, 

suku bunga kredit, nilai agunan, pendapatan dan jangka waktu kredit. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer. 

Pengambilan data dilakukan melalui kuesioner. Untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen maka digunakan analisis regresi linear berganda dengan 

menggunakan program Eviews, dengan analisis model regresi yang dinyatakan sebagai berikut: 

Y = f (X1, X2, X3, X4)...……………………………………………………………….(3.1) 

Berdasarkan Fungsi (3.1) maka dapat dibentuk persamaan non- linear sebagai berikut: 

Y1 = α0 Xα1 Xα2 Xα3 Xα4 e…………………………………………….…………....(3.2) 

Karena persamaan (3.2) merupakan persamaan non linier maka untuk memperoleh nilai 

elastisitasnya maka diubah menjadi persamaanlinier sehingga menjadi: 

LnY = α0  + α1 X1 + α2 LnX2 + α3LnX3+ α4 X4 + e…………………...…..………(3.3) 

Keterangan: 

Y = Permintaan Kredit Usaha Rakyat (Rupiah) 

α0 = Konstanta 

α1, α2, α3, α4= Koefien Regresi  

X1 = Suku Bunga Kredit (%)  

X2 = Nilai Agunan (Rupiah) 

X3 = Pendapatan (Rupiah) 

X4 = Jangka Waktu Kredit (Tahun) 

HASIL KAJIAN DAN DISKUSI 

Hasil estimasi atau perhitungan regresi linear berganda mengenai analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi permintaan KUR di Kota Makassar berdasarkan variabel independen yaitu suku 

bunga, nilai agunan, pendapatan dan jangka waktu kredit. 

Tabel 4.1 Hasil Estimasi Regresi 

Variabel Coefficients Std.Error t-Statistic Sig. 

(Constant) 373.4614 108.6490 3.437320 0.0009 
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Suku Bunga (X1) -2.407832 1.944247 -1.238439 0.2186 

Nilai Agunan (X2) 0.010821 0.039730 0.272362 0.7859 

Pendapatan (X3) 0.902409 0.055395 14.48521 0.0000 

Jangka Waktu 

Kredit (X4) 
3.915993 1.381805 2.833969 0.0056 

R-squared 0.785259 

Adjusted R-squared 0.776217 

F-statistic 86.84842 

Prob (F-statistic) 0.000000 

Dari hasil uji analisis regresi linear berganda, maka persamaan regresi dalam penelitian ini 

sebagai berikut: 

lnY : 373.4614 – 2.407832 + 0.010821lnX2 + 0.902409lnX3 + 3.915993 + e 

1) Variabel Suku Bunga (X1)  

Nilai koefisien regresi variabel suku bunga (X1) sebesar -2.407832 artinya variabel suku 

bunga berpengaruh negatif terhadap permintaan KUR di Kota Makassar. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa jika nilai tukar meningkat sebesar 1% maka dapat menurunkan 

permintaan KUR di Kota Makassar sebesar 2.407832. 

2) Nilai Agunan (X2) 

Nilai koefisien variabel nilai agunan (X2) sebesar 0.010821 artinya variabel nilai agunan 

berpengaruh positif terhadap permintaan KUR di Kota Makssar. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa jika nilai agunan meningkat sebesar 1% maka permintaan KUR di Kota 

Makassar akan meningkat sebesar 0.010821. 

3) Pendapatan (X3) 

Nilai koefisien pendapatan (X3) sebesar 0.802409 artinya variabel pendapatan 

berpengaruh positif terhadap permintaan KUR di Kota Makassar. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa jika pendapatan meningkat sebesar 1% maka permintaan KUR di Kota 

Makassar akan meningkat sebesar 0.802409. 

4) Jangka Waktu Kredit (X4) 

Nilai koefisien jangka waktu kredit (X4) sebesar 3.915993 artinya variabel jangka waktu 

kredit berpengaruh positif terhadap permintaan KUR di Kota Makassar. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa jika jangka waktu kredit meningkat sebesar 1% maka permintaan KUR 

di Kota Makassar akan meningkat sebesar 3.915993. 

 

 



Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial                                                      

(2025) 4(1): 173-188          e-ISSN: 2829-2324 

182 
 

Uji Signifikansi Parameter (Uji t) 

Gambar 4.1 Uji Signifikansi 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Signifikan α = 5%, NS) 

Tidak Signifikan 

 Dari hasil analisis regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.3 diperoleh hasil sebagai berikut: 

1) Variabel suku bunga (X1) memiliki nilai thitung sebesar -1.2384, karena nilai thitung < 

ttabel yaitu -1.2384 < 1.984. Hal tersebut menyimpulkan bahwa variabel suku bunga 

tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan KUR di Kota Makassar. 

2) Variabel nilai agunan (X2)  memiliki nilai thitung sebesar 0.2723, karena nilai thitung < 

ttabel yaitu 0.272 < 1.984. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel nilai agunan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan KUR di Kota Makassar. 

3) Variabel pendapatan (X3) memiliki nilai thitung sebesar 14.48, karena nilai thitung > 

ttabel yaitu 14.485 > 1.984. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel pendapatan 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan KUR di Kota Makassar. 

4) Variabel jangka waktu kredit (X4) memiliki nilai thitung sebesar 2.833, karena nilai 

thitung > ttabel yaitu 2.833 > 1.984. Hal ini menyimpulkan bahwa variabel jangka waktu 

kredit berpengaruh signifikan terhadap permintaan KUR di Kota Makassar. 

 

 

Pengaruh Suku Bunga Terhadap Permintaan Kredit Usaha Rakyat di Kota Makassar 

Berdasarkan hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa suku bunga tidak berpengaruh 

signifikan terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Makassar. Tinggi rendahnya 

suku bunga yang ditetapkan pada KUR tidak mempengaruhi permintaan KUR di Kota Makassar. 

Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa suku bunga berpengaruh 

negatif dan signifikan terhadap permintaan KUR di Kota Makassar. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Mokodompit et al., (2021) yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga 

berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap permintaan kredit. 



Jurnal Ekonomika dan Dinamika Sosial                                                      

(2025) 4(1): 173-188          e-ISSN: 2829-2324 

183 
 

 Hal ini menujukkan bahwa besarnya tingkat suku bunga kredit tidak menentukan 

besarnya kredit usaha rakyat yang diminta oleh debitur. Meskipun suku bunga mengalami 

kenaikan dalam rentang 1-2%, debitur masih cenderung mengambil kredit usaha rakyat, hal ini 

karena kebutuhan dana untuk kegiatan usaha dan produksinya. Debitur tentunya membutuhkan 

dana untuk mengembangkan operasional usahanya dan membiayai kegiatan produksi. Jika 

kebutuhan dana tersebut penting dan tidak dapat ditunda, debitur tentu akan tetap mengambil 

kredit usaha rakyat meskipun suku bunga meningkat dalam rentang 1-2% 

 

Pengaruh Nilai Agunan Terhadap Permintaan Kredit Usaha Rakyat di Kota Makassar 

Berdasarkan hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa nilai agunan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Makassar. 

Adanya syarat agunan tambahan yang harus diserahkan oleh debitur untuk memperoleh kredit 

dengan plafond diatas 100 juta tidak berpengaruh cukup signifkan terhadap permintaan KUR di 

Kota Makassar. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa nilai agunan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan KUR di Kota Makassar.  

 Hal ini berarti bahwa nilai agunan yang diberikan oleh debitur tidak menjadi faktor utama 

yang mempengaruhi keputusan debitur untuk mengajukan permohonan kredit usaha rakyat. 

Kredit usaha rakyat seringkali diberikan kepada debitur dengan usaha kecil atau mikro yang 

memiliki aset atau agunan yang terbatas. Dalam hal ini, pihak perbankan lebih 

mempertimbangkan aspek lain seperti aliran kas, potensi bisnis, dan kemampuan debitur untuk 

membayar kembali kredit dibandingkan nilai agunan yang diserahkan. 

 

Pengaruh Pendapatan Terhadap Permintaan Kredit Usaha Rakyat di Kota Makassar 

Berdasarkan hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh 

signifikan terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Makassar. Hasil ini sesuai 

dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap permintaan KUR di Kota Makassar. Pendapatan debitur merupakan faktor kunci dalam 

menilai kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit. Semakin tinggi pendapatan debitur, 

semakin besar kemampuannya untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit dengan tepat 

waktu dan secara konsisten.  

Dalam konteks kredit usaha rakyat, debitur dengan pendapatan yang lebih tinggi 

cenderung memiliki profil risiko yang lebih baik dan dianggap lebih kreditabel oleh lembaga 

keuangan. Hal ini karena pendapatan yang lebih tinggi menunjukkan stabilitas keuangan dan 

kemampuan yang lebih besar untuk menghasilkan arus kas yang konsisten guna memenuhi 

kewajiban pembayaran kredit. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Zulvianti (2015) yang 

menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan kredit.  
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Selain itu, debitur dengan pendapatan yang lebih tinggi juga cenderung memiliki lebih banyak 

sumber daya untuk mengambil kredit usaha rakyat dengan jumlah yang lebih besar dan untuk 

tujuan pengembangan atau perluasan usaha yang lebih ambisius. Oleh karena itu, pendapatan 

yang tinggi memberikan debitur kepercayaan diri dan keyakinan untuk mengelola kredit dengan 

baik dan membayar kembali sesuai jadwal yang ditetapkan oleh lembaga keuangan.  

 

Pengaruh Jangka Waktu Kredit Terhadap Permintaan Kredit Usaha Rakyat di Kota 

Makassar 

 Berdasarkan hasil estimasi penelitian menunjukkan bahwa jangka waktu kredit 

berpengaruh signifikan terhadap permintaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Makassar. Hasil 

ini sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa jangka waktu kredit berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap permintaan KUR di Kota Makassar. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sari (2020) yang menunjukkan bahwa jangka waktu peminjaman 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan KUR. 

 Jangka waktu kredit mempengaruhi jumlah pembayaran yang harus dilakukan oleh 

debitur setiap periode. Dalam hal ini, debitur cenderung mempertimbangkan kemampuannya 

untuk membayar angsuran kredit secara tepat waktu. Jika jangka waktu kredit terlalu singkat 

dengan angsuran yang tinggi, debitur mungkin merasa beban pembayaran terlalu berat sehingga 

permintaan kredit menjadi rendah. Sebaliknya, jika jangka waktu kredit lebih panjang dengan 

angsuran yang lebih terjangkau, debitur cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban 

pembayaran dan permintaan kredit meningkat. Dengan adanya angsuran yang lebih rendah dalam 

jangka waktu kredit yang lebih panjang, debitur memiliki keleluasaan yang lebih besar dalam 

membayar kredit dan memenuhi kewajiban pembayaran. Keleluasaan ini memberikan 

kesempatan bagi debitur dengan pendapatan yang lebih rendah atau usaha yang masih 

berkembang untuk dapat mengakses KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan mendapatkan dana yang 

dibutuhkan untuk usahanya. 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan pada bab pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan mengenai 

pengaruh suku bunga, nilai agunan, pendapatan dan jangka waktu kredit terhadap permintaa 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Makassar. Adapun kesimpulan yang diambil adalah sebagai 

berikut : 

1) Berdasarkan hasil penelitian, tingkat suku bunga yang ditetapkan pada KUR tidak 

menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan debitur untuk mengajukan 

permohonan kredit. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga dalam rentang 1-
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2% tidak cukup mempengaruhi keputusan debitur untuk mengambil KUR. Debitur masih 

cenderung mengambil kredit karena kebutuhan dana untuk operasional usaha dan 

produksi. 

2) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai agunan yang diberikan oleh 

debitur bukan menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan debitur untuk 

mengajukan permohonan kredit usaha rakyat. Debitur dengan usaha kecil atau mikro 

seringkali memiliki keterbatasan dalam hal aset yang dapat digunakan sebagai agunan, 

sehingga nilai agunan yang relatif kecil masih dapat memberikan kepercayaan bagi pihak 

perbankan dalam memberikan kredit namun tetap mempertimbangkan hal lain dalam 

menilai risiko kredit. 

3) Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan yang lebih tinggi berperan sebagai faktor utama 

dalam menentukan kemampuan debitur untuk membayar kembali kredit dan 

mempengaruhi keputusan debitur dalam mengajukan permohonan KUR. Debitur dengan 

pendapatan yang lebih tinggi memiliki akses yang lebih besar terhadap sumber daya 

finansial untuk mengambil KUR dengan jumlah yang lebih besar dan untuk tujuan 

pengembangan atau perluasan usaha. 

4) Berdasarkan hasil penelitian, debitur cenderung mempertimbangkan kemampuannya 

untuk membayar angsuran kredit secara tepat waktu. Jika jangka waktu kredit terlalu 

singkat dengan angsuran yang tinggi, debitur mengalami beban pembayaran yang terlalu 

berat, sehingga permintaan kredit menjadi rendah. Namun, dengan jangka waktu kredit 

yang lebih panjang dan angsuran yang lebih terjangkau, debitur memiliki keleluasaan 

dalam mengelola aliran kas dan pembayaran kredit. 
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